
Menimbang

BUPATI TORAJA UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATA]I

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

NOMOR I TAHUN 2023

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAIIN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DITERAH

KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E]SA

BUPATI TORAJA UTARA,

a. bahwa untuk mewqiudkan tata kelola

pemerintahan yang baik (Good Ga,uernancel melalui

pengelolaan dan penggunaan Ang3aran Pendapatan

dan Belanja Daerah (APBD), perlu dibuat
pertanggungiawaban keuangan alas Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Toraja Utara ?ahun Anrggaran 2022;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32O

ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ot4

tentang Pemerintahan Deterah, Bupati

menyampaikan Peraturan traerah tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerahr (APBD) kepada

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan

dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa

oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6

(enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

BUPATI TORAJA UTARA 
PROVINSISULAWESISELATAJ, 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA 

NOMOR j TAHUN 2023 

TENT ANG 
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2022 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TORAJA UTARA, 

Menimbang a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola 
pemerintahan yang baik ( Good Governance) melalui 
pengelolaan dan penggunaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah (APBD), perlu dibuat 
pertanggungjawaban keuangan atas Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2022; 
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
ten tang Pemerintahan Daerah, Bupati 

menyampaikan Peraturan Daerah ten tang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan 
dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa 
oleh Sadan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 

(enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir; 



c bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

harus dipertanggungjawabkan pelaksanaannya

dalam rangka mewujudkan transparansi dan

akuntabilitas pengelolaan keuan;gan daerah yang

memberikan informasi yang jelas, terukur dan

akuntabel terhadap tata kelola kerrangan daerah;

bahwa berdasarkan pertimbang;an sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huru1. b dan huruf c,

perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang

Pertanggungjawaban Pelaksan.aan Anggaran

Fendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Toraja Utara Tahun Anggaran 202:2.

d

Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indor:Lesia Nomor 4286)

sebagaimana telah diubah beber:apa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor Z Tatrun 2021
tentang Harmonisasi Peraturan perpajakan

(Lembaran Negara Republik Indo:nesia Tah:un 2O2l
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 200g tentang
Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di provinsi

Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4g74);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

c. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
harus dipertanggungjawabkan pelaksanaannya 

dalam rangka mewujudkan transparansi dan 

akurrtabilrtas perrgelolaan keuangan daera:h 'yang 

memberikan informasi yang jelas, terukur dan 

akuntabel terhadap tata kelola keuangan daerah; 
d. bahwa berdasarkan _pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, 

perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

Pendapatan dan Belanja Daerah 

Toraja Utara Tahun Anggaran 2022. 

Anggaran 

Ka bu paten 

Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 

Tentang Ha:rmonisasi Peraturan Perpajakan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6736); 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nornor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang 

Pembentukan Kabu_paten Toraja Utara di Provinsi 
Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874); 
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

derrgan Undang-$nd6ng Nomor I Tahtn 2O22

tentang Hubungan Keuangan A:ntara Pemerintah

Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2:"022 Nomor 4,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6757);

6. Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tenlang

Hubungan Keuangan Arrtara Fem,erintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonr:sia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006

tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi

Pemerintatr (Lembaran Negara Republik Indonesia

Talrun 2OO6 Nomor 25, Tamibahan Lemtaran

Negara Republik Indonesia Nomor 46 14) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017

tentang Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor'6041);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6322);

1O. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2O19

tentang Laporan dan Evaluasi Ferryelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OL9 Nomor' 52, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indon,esia Nomor 6323);

11. Peraturan Menteri . Dalam Negeri Nomor 64

.J

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Urrdang-Undarrg Nomor 1 Tahun 2022 

tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah 
Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6757); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan Arrtara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 

tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahtrn 2006 Nornor 25, Tarrrbahan Lernbaran 

Negara Republik Indonesia Nornor 4614); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 
ten tang Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor-&04t); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6322); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 
tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 
11. Peraturan Menteri . Dalam Negeri Nomor 64 
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Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi

Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah

Daerah (Berita Negara Republik lndonesia Tahun

2013 Nomor 1425) sebagaiman.a telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90

Tahun 2019 tentang Klasilikasi, Kodefikasi dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 144'7);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1l
Tahun 2Ol7 i.errtarlg Fedoman Evertuasi Rancangan

Peraturan Daerah tentang Pertanggungiawaban

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah

tentang Penjabaran pertanggungiawaban

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 45O);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Z7

Tahun 2O2O tentang Pedoman Tr:knis pengelolaan

Keuangan Daerah (Berita lrlegara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 178 1);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor
4 Tahrun 2O2l tentang pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2021 Nomor 4);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor g

Tahun 2O2I tentang Anggaran pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun
Anggaran 2022 (Lembaral Daerah Kabupaten
Toraja Utara Tahun 2021 Nomor g), sebagaimana
telah diubah dengan peraturan t)aerah Kabupaten
Toraja Utara Nomor 3 Tahun 2022 tentang
Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran
2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara

4-

Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi 

Pemerintahan Serbasis Akrual pada Pemerintah 

Daerah (Serita Negara Republik lndonesia Tahun 
2013 Nornor 1425) sebagaiman.a 1:elah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 

Tahun 2019 ten tang Klasifikasi, Kodefikasi dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 

Keuangan Daerah (Serita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 
Tahun 20 l 71:en1:ang Pedornan Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Penanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah 
ten tang Penjabaran Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (Serita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 'Nornor 450); 
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 

Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 

4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara 
Tahun 2021 Nomor 4); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 

Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 

Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Toraja Utara Tahun 2021 Nomor 8), sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Toraja Utara Nomor 3 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 
2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara 

. 4. 



Menetapkan

Tahun 2A2l Nomor 3);

16. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 78 Tahun

2A2L tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Kabupaten Torraja Utara Tahun

Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Toraja

Utara Tahun 2O2l Nomor 78) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Bupa.ti Toraja Utara

Nomor 2L Tahun 2022 tent;ang Penjabaran

Perubahan Anggaran Pendapatern dan Belanja

Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran

2022 (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2A2l Nomor 2 1).

Dengan persetujuan bersarrra

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TORAJA UTAFA

dan

BUPATI TORAJA UTARA

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATITN DAN BELANJA

DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN

ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang d.imaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.

2. Pemerintahan Daerah adalah peny,elenggaraan urusan

Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan

Perwakilan Ralryat Daerah menurut asas otonomi dan

tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945.

5

Menetapkan 

Tahun 2021 Nomor 3); 
16. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 78 Tahun 

2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 

Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Toraja 

Utara Tahun 2021 Nomor 78) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Bupa.ti Toraja Utara 
Nomor 21 Tahun 2022 tent:ang Penjabaran 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 

2022 (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara 

Tahun 2021 Nomor 21). 

Dengan persetujuan bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN TORAJA UTARA 

dan 

BUPATI TORAJA UTARA 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN 

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH KABUPATEN TO RAJA UT ARA TAHUN 

ANGGARAN 2022. 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara. 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 

Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan 

tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas­ 

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. 
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3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja

Utara yang selanjutnya disingkat DI'RD adalah lembaga

perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai

unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6. Keuangan Daerah adalah semua .hak dan kewajiban

daerah dalam rangka peu5relenggeraan pemerirrtahtm

daerah yang dapat dinilai deng:rn uang termasrrk

didalamnya segala bentuk kekayaa-r:L yang berhubungm

dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

7. Laporan Keuangan adalah Laporan X.euangan Pemerintah

Kabupaten Toraja Utara yang berakhir 31 Desember 2022

yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan

Republik Indonesia.

8. Pengelolaan Keuangan Daerah :rdalah keseluruhan

kegiatan yang meliputi perencarraan, pelaksanaan,

penatausahaan, pelalroran, pertan.ggungiawaban, dan

pengawasan keuangan daerah.

9. Anggaran Pendapatan dan Belernja Daerah yang

selanjutnya disingkat APBD adalatr rencana keuangan

tahunan Pemerirrtah Daerah yang dibahas dan disetujui

bersama oleh Pemerintah Daerale dan DPRD dan

ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

10. Pertanggungjawaban Anggaran Penclapatan dan Belanja

Daerah adalah pertanggungiawaban Pemerintah Daerah

Kabupaten Toraja Utara atas peJiaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah dalam tahun anggaran

2022.

Pasal 2

(1) Pertanggungiawaban pelaksanaan AI'BD Tahun Anggaran

2422 berupa laporan keuangan yang memuat:

a. laporan rea-lisasi anggaran;

-6-

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

4. Bupati adalah Bupati Toraja Utara. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja 

Utara _yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga 

perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai 

unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban 

daerah dalarn rangka 'perryelenggaraan pemerintahan 

daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk 

didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan 

dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. 

7. Laporan Keuangan adalah Laporan Keuangan Pemerintah 

Kabupaten Toraja Utara yang berakhir 31 Desember 2022 

yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan 

Republik Indonesia. 

8. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan 

kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, 

penatausahaan, _pela_poran, _pertanggun_gjawaban, dan 

pengawasan keuangan daerah. 

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

selanjutnya disingkat APED adalah rencana keuangan 

tahunan Pemerintah Daerah 'yang dibahas dan disetujui 

bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

10. Pertanggungjawaban Anggaran Penclapatan dan Belanja 

Daerah adalah pertanggungjawaban Pemerintah Daerah 

Kabupaten Toraja Utara atas pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah dalam tahun anggaran 

2022. 

Pasal 2 

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APED Tahun Anggaran 

2022 berupa 1aporan keuangan yang memuat: 

a. laporan realisasi anggaran; 
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b. neraca;

c. laporan arus kas;

d. laporanoperasional;

e. laporan perubahan saldo angarem lebih;

f. laporan perubahan ekuitas; dan

g. catatan atas laporan keuangan.

(21 Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilampiri dengan laporan kineq'a dan ikhtisar laporan

keuangan badan usaha milik daerah.

Pasal 3

Laporal realisasi anggaran Tahun Anggaran 2022
sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 i2 ayat (1) huruf a
sebagai berikut:

a. pendapatan Rp L.O22.L89.199.382,1g

b. belanja Rp 1.OO2.t82.622.334,66

surplus/ (defisit)

c. pembiayaan

1. penerimaan

2. Pengeluaran

pembiayaan netto

selisih lebih pembiayaan

Rp 20,056.577.O47,52

Pasal 4

llraian laporan realisasi anggman setagaimaaa dimaksud
dalam Pasal 3 sebagai berikut:
a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah

(Rp62. I 42.82 1.O42,A21 dengan rincian sebagai berikut:
1. anggaran pendapatan Rp 1.OS4.33Z.O2O.42S,OO

setelah perubahan

2. realisasi Rp 1.O22.t8g.tg9.382,18
selisih lebih/ (Icurang) (Rp 6t2.142.82t.o42,s2)

b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah
(Rp89. 049. 60 8. 122,3 4) dengan rincian sebagai berikut:
1. aaggaran belanja Rp t.O9l.lg2.2ZO.4SZ,OO

setelah perubahan

Rp

Rp

8.350.210.o31,61

1.500.000.000,00

Rp

Rp

6.850.210.031,61

26.906.787 .O79,73

7

b. neraca; 

c. laporan arus kas; 

d. laporan operasional; 
e. laporan pernbahan saldo anggaran lebih; 

f. laporan perubahan ekuitas; dan 

g. catatan atas laporan keuangan. 

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan 

keuangan badan usaha milik daerah. 

Pasal 3 

Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2022 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a 

sebagai berikut: 

a. pendapatan 

b. belanja 

surplus/ (defisit) 

c. pembiayaan 

1. penerimaan 
2. Pengeluaran 

pembiayaan netto 
selisih lebih pembiayaan 

Rp 1.022.189.199.3"82,18 

Rp 1.002.132.622.334,66 

Rp 20.056.577.047,52 

Rp 8.350.210.031,61 
Rp 1.500.000.000,00 

Rp 6.850.210.031,61 

Rp 26.906.787.079,13 

Pasal 4 

Uraian laporan 'realisasi anggaran sebagairrrana dimaksud 

dalam Pasal 3 sebagai berikut: 

a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah 
(Rp62.142.821.042,82) dengan rincian sebagai berikut: 

1. anggaran pendapatan Rp 1.084.332.020.425,00 
setelah perubahan 

2. realisasi 

selisih lebih/ (kurang) 

Rp 

(Rp 
1.022.189.199.382, 18 

62.142.821.042,82) 
b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah 

(Rp89.049.608.122,34) dengan rincian sebagai berikut: 

1. anggaran belanja Rp 1.091.182.230.457,00 
setelah perubahan 
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2. realisasi Rp r.002.132.622.334,66

selisih lebih/(kurang) (Rp 89.049.608.122,341

c. selisih anggaran dengan realisasii surplus/defisit

sejumlah Rp 13.206.367.0 15,52 dengarr rincian sebagai

berikut:

1. surplus/defisitsetelan* (Rp 6.850.210.032,00)

perubahan

2. realisasi Rp 2:,0.056.577.047,52

selisih lebih/(kurang) Rp 13.206.367.015,52

d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan

pembiayaan sejumiah (Rp0,39) dengan rincian sebagai

berikut:

1. anggaran penerimaan Rp 8.350.210.032,00

pembiayaan setelah

perubahan

2. realisasi Rp 8.350.210.031,61

seiisih lebih/(kurang) 0,39)

e. selisih angg€rran dengan realisasi pengeluaran

pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai

berikut:

1. anggaran pengeluaran Rp 1.500.000.000,00

pembiayaan setelah

perubahan

2. realisasi Rp 1.500.000.000,00

seiisih lebih/(kurang) Rp 0,00
f. selisih anggaran dengan realisasi pr:mbiayaan netto

sejumlah (Rp0,39) dengan rincian sebaged berikut:
1. anggaranpembiayaan Rp tt.850.210.032,00

2. realisasi Rp 6.850.210.031,61

selisih lebih/ (kurang) (Rp 0,39)

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Prlsal 2 ayat (l)
huruf b per 31 Desember Tahun 2022 sebagat berikut:
a. jumlah aset Rp 9.231.628.430.240,26

b. jumlah kewajiban Rp 56729.222.833,Os

-8-

(Rp

2. realisasi 

selisih le bih / (kurang) 

Rp l .002.132.622.334,66 

(Rp 89.049.608.122,34) 

c. selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit 

sejumlah Rpl3.206.367.015,52 dengan rincian sebagai 

berikut: 

1. surplus/ defisit setelah (Rp 

perubahan 

6.850.210.032,00) 

2. realisasi Rp 20.056.577 .04 7,52 

d. selisih anggaran 

Rp 

dengan realisasi penerimaan 

selisih le bih / (kurang) 13.206.367.015,52 

pembiayaan sejumlah (Rp0,39) dengan rincian sebagai 

berikut: 

1. anggaran penerimaan Rp 8.350.210.032,00 

pembiayaan setelah 

perubahan 

2. realisasi Rp 8.350.210.031,61 

selisih le bih / (kurang) (Rp 0,39) 
e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran 

pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai 
berikut: 
1. anggaran _pengeluaran R_p 

pembiayaan setelah 

perubahan 

1.500.000.000,00 

2. realisasi 

selisih lebih/(kurang) 

Rp 

Rp 

1.500.000.000,00 

0,00 
f. selisih anggaran dengan realisasi pernbiayaan netto 

sejumlah (Rp0,39) dengan rincian sebagai berikut: 

1. anggaran pembiayaan Rp 

2. realisasi Rp 

selisih lebih/(kurang) (Rp 

6.850.210.032,00 

6.850.210.031,61 

0,39) 

Pasal 5 

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) 

huruf b per 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut: 

a. jumlah aset Rp 9.231.628.430.340,26 

b. jumlah kewajiban 

- 8 - 

Rp 36. 729.272.833,05 



c. jumlah kewajiban dan Rp 9.23L.62A.43O.34O,26

ekuitas

Pasal 6

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan

31 Desember Tahun 2022 sebagat berikut:

a. sa-lrto kqsa$/al Rp 8-619,756.A04.,02

1 Januari Tahun 2022

b. arus kas dari aktifitas Rp L6L.597.162.889,77

operasi

c. arus kas dari aktifitas (Rp 141.540.585.e42,25)

investasi aset non keuangan

d. arus kas dari aktifitas (Rp 1.500.000.000,00)

pendanaan

e. arus kas dari aktifitas (Rp 162.319.138,41)

transistoris

f. saldo kas akhir per 31 Rp 2'7.OL4.Ot3.9I3,tg

Desember Tahun 2022

Pasal 7

Laporan operasional sebagaimana dimaksr.rd dalam Pasal 2

ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan

31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut:

a. pendapatan-LO Rp 961t.751.341.903,21

b. beban Rp 84[].133.251.296,69

c. surplus/defrsit darioperasi Rp 11i'.618.090.606,52

Pasal 8

Laporan saldo akhir sebagaimana dimaksu.d r{alam pasal 2

ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan

31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut:

a. saldo anggaran lebih awal Rp Rp15,.347.487.186,64

b. Penggunaan SAL sebagai Rp 15.347 .+87.1A6,64

penerimaan pembiayaan

tahun berjalan

c. sisa lebih/kurang Rp 8.350.210.031,61
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c. jumlah kewajiban dan 

ekuitas 

Rp 9.231.628.430.340,26 

Pasal 6 

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 

31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut: 

a saldo kas.aw.al Rp 8..619.75.6.004,02 

1 Januari Tahun 2022 

b. arus kas dari aktifitas Rp 

operasi 

c. arus kas dari akti1itas (Rp 

investasi aset non keuangan 

d. arus kas dari aktifitas (Rp 

_pendanaan 

161.597.162.889,77 

141.540.585.842,25) 

l.500.000.000,00) 

e. arus kas dari aktifitas 

transistoris 

f. saldo kas akhir per 31 

Desember Tahun 2022 

(Rp 

Rp 

162.319.138,41) 

27 .014.013.913, 13 

Pasal 7 

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 

31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut: 

a. pendapatan-10 Rp 96:i.751.341.903,21 

b. beban Rp 848.133.251.296,69 

c. surplus/deft.sit dari operasi Rp 117.618.090.606,52 

Pasal 8 

Laporan saldo akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 

31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut: 
a. saldo anggaran lebih awal Rp Rpl!:,.347.487.186,64 

b. Penggunaan SAL sebagai Rp 1!:,.347.487.186,64 

penerimaan pembiayaan 

tahun berjalan 

c. sisa lebih/kurang 

- 9 - 

Rp 8.350.210.031,61 



pembiayaan anggaran

(siLPA/SiKPA)

d. koreksi kesalahan Rp

pembukuan tahun

sebelumnya

0,00

e. saldo anggaran lebih akhir Rp

Pasa] 9

13.350.210.031,61

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) huruf f untuk ta_hun yanp; berakhir sampai
dengan 31 Desember Tahun 2022 sebagai l:erikut:
a. ekuitas awal Rp 9.046.504.24I.507,5T
b. surplus/defisit-LO Rp 117.662.856.506,90
c. selisih revaluasi aset tetap Rp 0,00
d. koreksi ekuitas lainnya Rp SO.T32.OS}.472,Z4
e. ekuitas akhir Rp 9.194.899.157.5O7,2t

Pasal 10

Catatan atas laporan keuangan sebagaimrena dimalsud dalam
Pasal 2 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2022 memuat
informasi baik secara kuantitatif maupurr kualitatif atas pos_
pos laporan keuangan.

Pertanggungiawaban

Pasal 11

pelaksanaan APBD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercant.um dalam Lampiran
dan merupakan bagian yang tidak terpisr*rkan dari peraturan
Daerah ini, terdiri dari:

a. Lampiran I : Laporan realisasi antggaran
Lampiran I.1 : Ringkasan laporan

anggar€rn menurut
realisasi

urusan

Lampiran I.2
pemerintahan daerah dan organisasi;

:Ringkasan APBD yang diklasifikasi
menurut kelompok dan jenis
pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

: Rincian APBD menurut urusan
pemerintahan da,erah, organisasi,
program, kegiatan, sub kegiatan,
kelompok, dan jenis pendapatan,

Lampiran I.3
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pembiayaan anggaran 

(SiLPA/SiKPA) 
d. koreksi kesalahan 

pembukuan tahun 

sebelumnya 

e. saldo anggaran lebih akhir Rp 

0,00 

3.350.210.031,61 

Rp 

Pasal 9 

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai 
dengan 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut: 
a. ekuitas awal Rp 9.046.504.241.507,57 
b. surplus/defisit-LO Rp l l 7.662.856.506,90 
c. selisih revaluasi aset tetap Rp 0,00 
d. koreksi ekuitas lainnya Rp 30.732.059.492,74 

e. ekuitas akhir Rp 9.194.899.157.507,21 

Pasal 10 
Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2022 memuat 
informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos­ 
pos laporan keuangan. 

Pasal 11 

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam Lampiran 
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Daerah ini, terdiri dari: 

a. Lampiran I 
Lampiran I. 1 

Laporan realisasi anggaran 
Ringkasan laporan realisasi 
anggaran menurut urusan 

Lampiran I.2 
pemerintahan daerah dan organisasi; 
Ringkasan APBD yang diklasifikasi 
menurut kelompok dan jenis 

Lampiran I.3 
pendapatan, belanja, dan pembiayaan; 
Rincian APBD menurut urusan 
pemerintahan daerah, organisasi, 
program, kegiatan, sub kegiatan, 
kelompok, dan jenis pendapatan, 
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Lampiran I.4

b. Lampiran II

c. Lampiran III

d. Lampiran IV

e. Lampiran V

f. Lampiran VI

g. Lampiran VII

h. Lampiran VIII

i. Lampiran IX

j. Lampiran X

k. Lampiran XI

l. Lampiran XII

m. Lampiran XIII

n. Lampiran XIV

o. Lampiran XV

p. Lampiran XVI

belanja, dan pembiayaan;
: Rekapitulasi realisasi belanja menurut
urusan pemerintahan daerah,

organisasi, orogram, kegiatan dan sub
kegiatan;

: Laporan saldo anggar:an lebih;

: Laporan operasional;

: Laporan ekuitas;

: Neraca;

: Laporan arus kas;

: Catatan atas laporan keuangan;

: Daftar rekapitulasi piutang daerah
: Daftar rekapitulasi penyisihan piutang

tidak tertagih

: Daftar perryertaan modal (investasi)

pemerintah daerah;

: Daftar rekapittrlasi realisasi
penambahan dan pengurangan aset

tetap daerah;

: Daftar rekapitulasi aset tetap
: Daftar rekapitulasi konstruksi dalam

pekerjaan

: Daftar rekapitulasi a.set lainnya
: Daftar kewajiban jarLgka pendek;

: Daftar sub kegiatan yang belum

diselesaikan samprai akhir tahun
anggar€rn 2022 dan dianggarkan
kembali dalam tahun anggaran

berikutnya;

: lkhtisar laporan keuangan Badan
Usaha Milik Daerah.

q. Lampiran XVII

Pasal 12

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat(21 terdiri dari:

- tl-

Lampiran 1.4 

b. Lampiran II 
c. Lampiran III 

d. Lampiran IV 

e. Lampiran V 

f. Lampiran VI 

g. Lampiran VII 

h. Lampiran VIII 

i. Lampiran IX 

j. Lampiran X 

k. Lampiran XI 

I. Lampiran XII 

m. Lampiran XIII 

n. Lampiran XIV 

o. Lampiran XV 

p. Lampiran XVI 

q. Lampiran XVII 

belanja, dan pembiayaan; 
: Rekapitulasi realisasi belanja menurut 

urusan pemerintahan daerah, 
organisasi, program, kegiatan dan sub 
kegiatan; 
Laporan saldo anggaran lebih; 

Laporan operasional; 

Laporan -ekuitas: 

Neraca; 

Laporan arus kas; 

Catatan atas laporan keuangan; 

Daftar rekapitulasi piutang daerah 

Daftar rekapitulasi penyisihan piutang 

tidak tertagih 

Daftar penyertaan modal (investasi) 

pemerintah daerah; 

Daftar rekapitulasi 

penambahan dan pengurangan aset 

tetap daerah; 

Daftar rekapitulasi aset tetap 
Daftar rekapitulasi konstruksi dalam 

pekerjaan 
Daftar rekapitulasi aset lainnya 

Daftar kewajibanjangka pendek; 

Daftar sub kegiatan yang belum 

diselesaikan sampai akhir tahun 

anggaran 2022 dan dianggarkan 
kembali dalam tahun anggaran 

berikutnya; 

lkhtisar laporan keuangan Badan 

Usaha Milik Daerah. 

realisasi 

Pasal 12 

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 ayat (2) terdiri dari: 
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a. laporan kinerja tercantum dalam Lampiran Man
merupakan bagran yang tidak terpisa.hkan dari Peraturan

Daerah ini; dan t

b. ikhtisar taporan keuangan badan 'usaha milik daerah

tercantum dalam Lampiran XVII dan merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari Peraturarr Daerah ini.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengprnai penjabaran

pertanggungiawaban APBD Tahun Ang;ruan 2022 sebagai

rincian pertangungjawaban pelaksanrran APBD Tahun

Anggaran 2022 diatur dengan Peraturan Bupati.

Peraturan Daerah

diundangkan.

Pasal 14

ini mulai berlalu pada tanggal

Agar setiap or€mg mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini derrgan penempatannya
dalam l,embaran Daerah Kabupaten Toraja Utara.

di Rantepao
7t Agutlur ba|

UTARA,

EIA|SSANG

Diundangkan di Rantepao
pada tanggal 3t *quh^f 2o2-)

DAERAH
TORAJA UTARA,

DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2023 NOMOR J.

NOREG FPRETUREN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA, PROVINSI
SULAWESI SELATAN NOMOR B,Hx.or. oss.z)
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a. laporan kinerja tercantum dalam Lampiran IV dan 

merupakan bagian yang tidak terpisa.hkan dari Peraturan 

Daerah ini; dan 

b. ikhtisar laporan keuangan badan -1saha rrrilik daerah 
tercantum dalam Lampiran XVII dan merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

Pasal 13 

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran 

pertanggungjawaban APBD Tahun Anggar� 2022 sebagai 

rincian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 

Anggaran 2022 diatur dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 14 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara. 

�ME��N DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2023 NOMOR .1.. 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA, PROVINS! 

SULAWESI SELATAN NOMOR .8, HK.01. OS'S-2.� 

Diundangkan di Rantepao 
pada tanggal 3\ &\-�)hAr '2o2-J 

IS DAERAH 
.�®��kTORAJA UTARA, 
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